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  BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Faktor munculnya sertipikat ganda yang terjadi di karena pemilik tanah 

dengan sertipikat A tidak menggarap atau memanfaatkan tanah tersebut 

sehingga diambil alih oleh pemilik  sertipikat B, dan pada saat itu belum 

ada peta digital ada peta digital (mappin), sehingga terjadi sertipikat ganda.   

2. Penyelesaian sengketa sertipikat ganda melalui Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2020. Namun prakteknya dilapangan terhadap sengketa 

yang terjadipihak kantor pertanahan hanya memberikan saran dan 

melakukan proses administrasi terhadap jual beli tanah setelah kedua pihak 

sepakat untuk damai, pelaksanaan proses mediasi dilaksanakan di luar 

kantor pertanahan antara pihak yang bersengketa dan didimaikan oleh 

Bapak Kaidir selaku pembeli tanah tersebut. 

B. Saran 

1. Kepada para pihak untuk mewujudkan perdamaian dan ketentraman, 

sebaiknya para pihak menyelesaiakan permasalahan, dengan cara berpikir 

secara tenang dan logis serta mencari solusi melalui musyawarah dan 

kesepakatan. 

2. Kepada para pihak Kantor Pertanahan Kota Padang sebaiknya dalam 

proses penyelesaian sengketa melalui mediasi seharusnya mengacu kepada 

aturan yang ada dan ikut serta dalam menyelesaikan masalah berperan 

sebagai mediator untuk tidak berpihak dalam melakukan penyelenggaraan 

mediasi. 
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